
 

 

 

 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VIII DPR RI 

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, 
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, 
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI 
(BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF 
INDONESIA (BWI). 
 

Rapat Ke : 4 

Tahun Sidang : 2018-2019 

Masa Persidangan : II 

Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat / Ke-1 

Dengan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kementrian Agama RI 

Sifat Rapat : TERBUKA 

Hari, Tanggal : Kamis, 22 November 2018 

Waktu  : Pukul 10.00 WIB  

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI 

Ketua Rapat : H. MARWAN DASOPANG 

Sekretaris Rapat :   Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si. 

Acara : “Pembahasan Usulan Pembelian Gedung Kantor Haji dan 

Umrah Indonesia di Jeddah,” 

Hadir :   1. ...... orang dari 50 orang Anggota   

  2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kementrian Agama RI 
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I.  PENDAHULUAN: 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata 

Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 

11.19 WIB dan dinyatakan Terbuka.  

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dipimpin oleh Wakil 

Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, sesuai acara dan tempat 

sebagaimana tersebut diatas.   

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur 

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI membahas 

“Usulan Pembelian Gedung Kantor Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah,” 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
 

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui mengenai usulan pembelian gedung Kantor 

Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah dengan pagu total SAR 13 juta meliputi: 

SAR 12 juta untuk pembelian tanah dan gedung dan SAR 1 juta untuk rehab, 

dengan catatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait 

mekanisme penggunaan anggaran untuk pembelian gedung di luar negeri. 

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 

Kementerian Agama RI untuk Memaksimalkan fungsi gedung Kantor Haji dan 

Umrah Indonesia di Jeddah guna peningkatan pelayanan bagi jemaah haji 

dan jemaah umrah selama di Arab Saudi. 

 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pada pukul 12.33 WIB 

 

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  

WAKIL KETUA, 

TTD 

H. MARWAN DASOPANG 

 


